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BUPATI SUMEDANG 
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

 NOMOR       TAHUN 2025

TENTANG 

PENGELOLAAN OBJEK WISATA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SUMEDANG,

	Menimbang 
	:
	a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan, pemeliharaan dan pemanfaatan aset objek wisata milik Pemerintah Kabupaten Sumedang perlu diatur mekanisme pengelolaan;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta memberikan kepastian hukum pada pemungutan retribusi, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Objek Wisata Milik Pemerintah Kabupaten Sumedang.

	Mengingat:
	:
	1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelengaraan Kepariwisataan; 
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan, dan Pengendalian Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140); 
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tetang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2019 tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun Nomor 13);
12. Perturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.


	
	
	MEMUTUSKAN:


	Menetapkan
	:
	PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN OBJEK WISATA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG.

	
	
	
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sumedang (selanjutnya Disparbudpora).
6. BKAD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sumedang.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik  
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
12. Objek Wisata adalah tempat, kawasan, atau fasilitas yang dimiliki/ dikelola oleh Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk tujuan pariwisata, rekreasi, dan kebudayaan.
13. Pengunjung adalah setiap orang (perorangan atau badan) yang memasuki atau memanfaatkan fasilitas objek wisata.
14. Retribusi Objek Wisata adalah pungutan daerah atas pemanfaatan objek wisata sebagaimana diatur oleh Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah.
15. Pengelola adalah pihak yang ditunjuk/ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mengelola objek wisata, dapat berupa OPD, desa, BUMDes, badan usaha, atau pihak ketiga melalui mekanisme sewa/kerjasama.
16. Masa transisi adalah periode sementara setelah berakhirnya perjanjian pengelolaan sebelumnya sampai ditetapkannya pengelola baru atau mekanisme pengelolaan definitif.


	
	
	BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN


	
	
	Pasal 2
Peraturan Bupati ini mengatur:
a. ketentuan umum pengelolaan objek wisata milik Pemerintah Kabupaten;
b. tata cara penetapan, penilaian, dan penetapan nilai sewa serta/atau tarif retribusi;
c. mekanisme pengelolaan dalam masa transisi;
d. kewenangan penarikan retribusi dan pembagian penerimaan;
e. pengawasan, sanksi administratif, serta ketentuan penunjang lainnya; dan
f. pengawasan, sanksi administratif, serta ketentuan penunjang lainnya.


	
	
	Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini antara lain:
a. memberikan payung hukum bagi pengelolaan objek wisata milik Pemerintah Kabupaten;
b. menjamin pemeliharaan, keselamatan, dan kenyamanan pengunjung;
c. partisipatif;
d. meningkatkan PAD melalui pemungutan retribusi yang transparan dan akuntabel; dan
e. memberikan kepastian hukum selama masa transisi pengelolaan.

	
	
	

	
	
	BAB III
PENETAPAN DAN PENILAIAN ASET

Pasal 4
(1) BKAD bersama Disparbudpora wajib melakukan inventarisasi dan penilaian aset objek wisata yang jelas dan terdokumentasi.
(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penilai independen bersertifikat apabila diperlukan.
(3) Hasil penilaian digunakan sebagai dasar penetapan nilai sewa, nilai investasi, dan dasar kalkulasi tarif retribusi.


	
	
	BAB IV
MEKANISME PENGELOLAAN DAN MASA TRANSISI

Pasal 5

(1) Pengelolaan objek wisata dapat dilakukan oleh:
a. OPD (sebagai pengguna barang milik daerah); 
b. Pemerintah Desa/BUMDes dengan perjanjian;
c. Badan Usaha/perorangan melalui mekanisme sewa, kerja sama pemanfaatan, atau pengelolaan.
(2) Penunjukan pengelola pihak ketiga dilaksanakan melalui mekanisme yang transparan: penunjukan langsung/seleksi/ lelang sesuai ketentuan perundang-undangan.


	
	
	Pasal 6

(1) Dalam masa transisi, apabila belum ada pengelola definitif, maka pengelolaan sementara dapat dilakukan melalui:
a. penunjukan sementara oleh Bupati berdasarkan usulan Disparbudpora; atau
b. mekanisme sewa jangka pendek yang dituangkan dalam perjanjian sewa. 
(2) Perjanjian sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memuat klausul minimal: kewajiban pemeliharaan, standar operasional, pemenuhan persyaratan keselamatan, mekanisme pelaporan keuangan, serta tata cara penarikan retribusi.
(3) Selama masa transisi, penerimaan retribusi dipunggut sesuai ketentuan tarif yang ditetapkan dan disetor ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

	
	

	
	

	
	
	BAB V

PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 7

(1) Pemerintah Kabupaten berwenang memungut Retribusi Objek Wisata pada setiap objek wisata milik Pemerintah Kabupaten.
(2) Subjek retribusi adalah setiap pengunjung/persona/badan yang memasuki atau memanfaatkan objek wisata. 
(3) Tarif retribusi ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang tentang Retribusi Daerah atau Peraturan Bupati sebagai pelaksana. 

Pasal 8

(1) Perbedaan tarif dapat dilakukan berdasarkan kategori pengunjung, antara lain: penduduk Kabupaten Sumedang, penduduk luar Kabupaten Sumedang (antar kabupaten/kota), penduduk luar provinsi, dan/atau turis asing.
(2) Ketentuan teknis mengenai kategori dan besaran tarif dicantumkan dalam lampiran Peraturan Bupati atau Perbup pelaksana.
(3) Besaran tarif harus mempertimbangkan aspek keterjangkauan, kelayakan ekonomi, dan perbandingan regional

Pasal 9

(1) Penarikan retribusi dapat dilaksanakan langsung oleh pengelola yang ditunjuk dengan mekanisme penagihan dan penyetoran yang transparan.
(2) Apabila pengelolaan dipercayakan kepada pihak ketiga, kontrak pengelolaan harus memuat ketentuan kewajiban pihak pengelola untuk memungut dan menyetor retribusi ke kas daerah sesuai jangka waktu yang ditentukan.
(3) Untuk objek yang berada pada titik perbatasan administrasi (mis. tanah desa dan/atau fasilitas yang dikuasai bersama), mekanisme pembagian hasil retribusi harus diatur melalui perjanjian tertulis antara Pemda, Pemdes, dan pihak terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.


	
	
	BAB VI
KEWENANGAN DAN TUGAS

Pasal 10

(1) Disparbudpora bertugas menyusun kebijakan teknis pengelolaan, standar pelayanan, dan koordinasi pengelolaan objek wisata.
(2) BKAD bertugas melakukan penilaian aset, penyusunan dasar nilai sewa, serta pengelolaan administrasi aset.
(3) Bagian Hukum Sekretariat Daerah memberikan pendampingan hukum, kajian dan perumusan perjanjian/kontrak, serta penetapan regulasi terkait tiket dan retribusi apabila pengelolaan dilakukan oleh OPD.
(4) OPD/instansi terkait lainnya bertanggung jawab atas aspek teknis pemeliharaan, keselamatan, kebersihan, dan penanggulangan risiko.

	
	
	

BAB VII
PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN KETENAGAKERJAAN

Pasal 11

(1) Status pegawai/tenaga kerja pada pengelola sebelumnya (mis. buruh harian lepas) menjadi perhatian dan kewajiban untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perjanjian kerja, peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dan kemampuan anggaran daerah
(2) Dalam masa transisi, kewajiban pembayaran upah yang terhutang sampai tanggal penghentian pengelolaan menjadi tanggung jawab pihak yang mengelola sampai dengan masa kontrak berakhir atau diatur dalam perjanjian pemutusan hubungan kerja.

	
	

	
	

	
	
	BAB VIII
PENGAWASAN, PELAPORAN DAN SANKSI

Pasal 12

(1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah dan/atau Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah lainnya.
(2) Pengelola wajib menyampaikan laporan operasional dan keuangan periodik kepada Disparbudpora dan BKAD. 

Pasal 13

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan pemungutan, penyetoran, atau ketentuan operasional dapat dikenai sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan:
(2) Sanksi dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, pencabutan izin pengelolaan, atau tindakan lain sesuai tingkat pelanggaran.


	
	
	BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

(1) Semua perjanjian pengelolaan yang masih berlaku pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa perjanjian kecuali ditentukan lain berdasarkan perjanjian tertulis antara pihak-pihak yang berkontrak.
(2) Dalam hal perjanjian pengelolaan berakhir dan belum ada pengelola baru, objek wisata berada dalam penguasaan/penanganan sementara Disparbudpora/BKAD sesuai ketentuan Pasal 6.
(3) Segala penerimaan retribusi yang diperoleh selama masa transisi wajib disetor ke kas daerah sesuai ketentuan.


	
	
	BAB X
KETENTUAN PENUTUP


	
	
	Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


	
	


                                                                       Ditetapkan di Sumedang
                                                     pada tanggal

                                                                         BUPATI SUMEDANG,



                                                                         DONY AHMAD MUNIR
	
Diundangkan di Sumedang
pada tanggal    
             
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,


TUTI RUSWATI
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